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Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 

DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :   a.     bahwa  untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

perlu tata cara pengelolaan, pelayanan dan 

keterbukaan informasi publik di lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi; 

b. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu 

bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan 

pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu 

mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat, dan 

dapat dipertanggungjawabkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
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Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelayanan 

Informasi Publik pada Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, 
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Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 5598); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tanggal 7 April 

2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan 

Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA 

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik 

data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 
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didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format baik sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 

ataupun non-elektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim oleh organisasi Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggara 

dan penyelenggaraan informasi organisasi Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia dan/atau penyelenggaraan badan 

publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan 

dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

3. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari 

pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh 

masyarakat kepada Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berupa sumbangan 

pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang 

bersifat membangun. 

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

Informasi Publik di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  

Republik Indonesia. 

5. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat 

yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung 

pejabat yang bersangkutan. 

6. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 

menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan 

pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standard 

layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 
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Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi 

non-litigasi. 

7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara 

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 

mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

8. Media Informasi adalah tempat pelayanan informasi 

publik serta berbagai sarana atau fasilitas 

penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang 

bertujuan memudahkan perolehan informasi publik. 

9. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi 

keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi 

Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik 

tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

10. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi 

antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan 

Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak 

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

11. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang 

konsekuensi yang  timbul apabila suatu informasi 

diberikan kepada masyarakat dengan 

mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup 

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang 

lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. 

12. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu 

tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat 

diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 

13. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 

pemberdayaan masyarakat desa, percepatan 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan 
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